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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Terkait dengan implementasi Pasal 11 huruf bahwa pemerintah 

Provinsi telah berupaya untuk melakukan pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat, namun tetap saja belum menunjukkan 

adanya perbuahan yang signifikan. Penanganan Danau Limboto belum 

dilakukan secara optimal mengingat masih banyak kegiatan yang telah 

terhenti diantaranya Pemberdayaan Eceng Gondok sebagai bahan 

kerajinan tangan dan bahan fungsi lainnya, bekas lumpur danau yang 

dijadikan sebagai batubata, kelompok pertanian terpadu serta kegiatan 

agroforestry (penanaman pohon tahunan) dan kegiatan pembinaan yang 

dilakukan hanya berupa sosisalisasi yang masih kurang. Hal ini dapat 

terlihat dari bekas lumpur danau yang dijadikan batu bata yang dijual 

di pasaran tetapi tidak bertahan lama akibat kurangnya minat pembeli. 

Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari beberapa program 

pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tetapi 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pasal 11 huruf e 

Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Danau Limboto khususnya dalam melakukan pembinaan dan 
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pemberdayaan terhadap masyarakat adalah kendala kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam mentaati Perda juga dipengaruhi oleh 

kendala internal dan eksternal oleh SKPD itu sendiri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagaimana berikut ini: 

1. Perlu adanya penanganan danau yang dilakukan secara optimal oleh 

SKPD terkait serta disusunnya suatu perencanaan penanganan danau 

yang komprehensif dan tematik sehingga revitalisasi danau dapat 

dilakukan secara efektif, efisien dan berkesinambungan. 

2. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengetahuannya tentang 

peraturan daerah yang dikeluarkan untuk pemerintah setempat sehingga 

tidak mengakibatkan keterlambatan informasi. Pemerintah juga 

harusnya lebih meningkatkan pembinaan lewat sosialisasi sehingga 

pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat akan meningkat dan 

mempermudah masyarakat dalam melestarikan fungsi Danau. 

3. Keterlibatan peran aktif masyarakat yang mendiami bantaran danau 

dalam penanganan Danau Limboto serta juga diharapkan pro aktif 

dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah baik Provinsi maupaun 

Kabupaten dan Kota. 
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